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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kejaksaaan Negeri Sleman dalam mengembalikan kerugian Negara

akibat tindak pidana korupsi belum maksimal karena berdasarkan fakta

yang didapat hanya seperempat bagian yang bisa ditarik oleh Kejaksaan

Negeri Sleman.

2. Kurangnya koordinasi antara Jaksa Fungsional dan Jaksa Pidana Khusus

dalam proses pengembalian kerugian Negara karena Jaksa Fungsional

melaksanakan tugas dipersidangan dan diluar persidangan menjadi tugas

Jaksa Pidana Khusus, sehingga kendala yang dihadapi Jaksa Pidana

Khusus tidak diketahui oleh JaksaFungsional. Ini dapat dilihat dari

pandangan yang berbeda antara jaksa pada Seksi Pidana Khusus dan Jaksa

Fungsional mengenai kendala yang dihadapi pada proses pengembalian

kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi. Pada Jaksa Bagian Seksi

Pidana Khusus kendala yang dialami adalah apabila terpidana tidak dapat

membayar uang pengganti sebagai akibat tindak pidana korupsi yang

dilakukan terpidana. Pada Jaksa Fungsional tidak ada kendala yang berarti

karena Jaksa Fungsional sudah melakukan penyitaan terhadap barang dari

hasil korupsi pada tahap penyidikan sebagai barang bukti.
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B. Saran

1. Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman lebih meningkatkan kinerja dan

koordinasi antara jaksa yang satu dengan jaksa yang lain sehingga proses

pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi bisa lebih

optimal dan angka kerugian negara di Kabupaten Sleman dapat

diminimalkan.

2. Kejaksaan Negeri Sleman harus mempunyai niat yang kuat untuk

memberantas tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Sleman.
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